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MOTTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
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maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.
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ABSTRAK

Faadhila Asy Syaffa. 2022.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang
Berbentuk Emas Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
Bogor. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan
memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. hutang
piutang harus didasarkan untuk membantu mengurangi beban atas kebutuhan
tanpa memikirkan  pengembalian  yang  lebih  besar. Pelunasan hutang harus
dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak pemberi
hutang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan
transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Tetapi dalam praktiknya hutang
piutang berbentuk emas yang terjadi di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor terdapat unsur tambahan dan perbedaan objek dalam
pengembaliannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang
piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang
piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan deskriptif Analisis. Sumber data terdiri dari data primer
dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dengan pihak
pemberi hutang dan pihak berhutang, sedangkan data sekunder diperoleh dari
sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian yang
relevan lain yang akan dibahas peneliti sebagai pendukung. Data dianalisis
dengan model alir yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi
data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik hutang
piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan Ketentuan Qardh
karena mengandung unsur riba yang telah mendatangkan keuntungan untuk
muqridh dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan, dan itu temasuk perbuatan
yang dilarang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Emas, Riba.
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ABSTRACT

Faadhila Asy Syaffa. 2022.Survey of gold payable and receivable practices in
Islamic Law in Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Thesis of Islamic Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Payable and receivable is giving property to people who will use it and will
return it in exchange at a later date. Payable and receivable should be based on
helping reduce the burden on needs without thinking about greater returns. Debt
repayment must be paid in the same amount and value as received from the
creditor, not in excess because the overpayment makes this transaction usury
which is forbidden. However, in practice, Payable and receivable in the form of
gold that occurred in Wanaherang , Gunung Putri, Bogor , have additional
elements and differences in the objects in which they are returned. The purpose of
this study was to determine the practice of Payable and receivable in the form of
gold in Wanaherang , Gunung Putri , Bogor and to find out the review of Islamic
law on the practice of debt receivables in the form of gold in Wanaherang ,
Gunung Putri , Bogor.

Type of this research is field research by using descriptive analysis
approach. The data resource consist primary and secondary data. The primary
data collected by interview to creditor and  debtor and the secondary data
collected from journals, thesis, and previously relevan research. The data
analyzed using the flow model developed by Miles and Huberman, called data
reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on research can be concluded that practices of payable and
receivable in the form of gold is disallowed  to Islamic Law and not compatible to
Qardh system because the transaction is containing Riba which a Muqridh gets
more profit. Therefore the practices is prohibited.

Keywords: Payable and receivable, Gold, Riba.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang  piutang  merupakan  transaksi  yang  sering  dilakukan  di

kehidupan  bermasyarakat,  karena  manusia  dalam  kehidupan  ini mengalami

berbagai pasang surut. Hutang piutang ini juga dapat dikatakan sebagai pinjam

meminjam  uang  yang  dimana  termasuk  dalam  lingkup Hukum Perdata.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku  Ke  III  Bab

13  Pasal  1754.  Pinjam  meminjam  merupakan  suatu perjanjian dengan mana

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

barang barang yang habis karena pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak

yang  terakhir  ini  akan  mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan

jenis atau mutu yang sama pula.1

Hutang  piutang  dalam  Hukum  Islam sering  disebut dengan al-Qardh.

Adapun al-Qardh yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik satu untuk

dibayar.  Adapun Qardh secara  terminologis  yaitu memberikan harta kepada

orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di

kemudian hari. Maka dapat dikatan al-Qardh yaitu pemberian harta kepada

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.2

1 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, “Kitab-kitab Undang-Undang hukum Perdata”
(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h.451.

2 Ismail  Nawawi, “Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer” (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h.178.
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Dalam hal ini dasar hukum hutang piutang terdapat dalam firman Allah

yaitu pada Surat al- Maidah ayat 2:

ثۡمِ وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَ ٱلۡبرِِّ وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ  نِۚ وَ ٱلإِۡ إنَِّ ٱتَّقوُاْ وَ ٱلۡعُدۡوَٰ

٢ٱلۡعِقاَبِ شَدِیدُ 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-
Nya.”(al-Maidah [5]: 2)3

Dari  ayat  di  atas  dijelaskan  bahwa penting  adanya  unsur  tolong

menolong  hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  menimbulkan  beban  dan

kerugian bagi orang lain. Dalam kegiatan tolong menolong ini hendaknya perlu

diperhatikan  bahwa  dalam  memberikan  bantuan  hendaknya dilakukan tanpa

ada maksud untuk memperoleh keutungan pribadi namun harus didasarkan

untuk membantu mengurangi beban atas kebutuhan tanpa memikirkan

pengembalian  yang  lebih  besar.  Karena  apabila  mengikat tambahan  saat

pengembalian  maka  hal  tersebut  bertentangan dengan kehendak Allah.

Adapun hukum memberikan hutang bersifat fleksibel tergantung situasi

dan toleransi. Hukum hutang piutang Qard mengikuti hukum taklifi, terkadang

boleh terkadang makhruh, terkadang wajib dan terkadang haram.

Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya, yakni:

1. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang

sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi adalah orang kaya, maka

orang kaya tersebut wajib memberinya hutang.

3 Departemen  Agama  RI, “Al- Qur’an  Terjemah  Indonesia” (Jakarta:  Mekar Surabaya,
2002), h.142.
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2. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan

utangnya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah

haram atau makruh.

3. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, bila

sebaliknya maka ia tidak boleh berutang.4

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang, apakah tidak sesuai

dengan qiyas atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah

dan Ibnu al-Qayyim adalah bahwa hutang piutang sesuai dengan qiyas karena

termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan hutang

piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.

Harta yang digunakan sebagai objek hutang piutang bisa berupa uang.

Selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di

Qardh kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang

meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum Qardh

berbeda dengan jual beli. Adapun orang yang diberi hutang boleh

mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak

selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan.5 Pelunasan

hutang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari

pihak pemberi hutang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu

menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Kelebihan yang

dimaksud adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang untuk

4 Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dkk, “Ensiklopedia Fiqh Muamalah pandangan
empat madzhab”, terjemahan miftahul khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 158.

5 Sayid Sabiq, “Fikih Sunnah”, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung;
Alma’arif, 1996), h.131.
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menambah pembayaran.6 Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Ali

Imran ayat 130 :

أٓیَُّھَا اْ نوُاْ لاَ تأَۡكُلوُاْ ءَامَ ٱلَّذِینَ یَٰ بوَٰٓ عَفَةٗۖ وَ ٱلرِّ ضَٰ فٗا مُّ لعََلَّكُمۡ تفُۡلحُِونَ ٱتَّقوُاْ أضَۡعَٰ

١٣٠
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.” (Ali Imran [3]: 130)

Dalam prakteknya, meski diatur demikian oleh Allah SWT, masih

banyak yang terkadang berperilaku menyimpang khusunya dalam hal hutang

piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan terhadap

bantuan yang diberikan kepada orang lain, tanpa melihat bagaimana keadaan

orang tersebut.

Dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan

manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara

norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik

bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-

permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang

menggunakan perhiasan emas sebagai objek transaksi yang terjadi di Desa

Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri memiliki jumlah penduduk

sebanyak 37.197 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Wanaherang bekerja sebagai

karyawan swasta, buruh harian lepas serta ada juga yang bekerja disektor

6 Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqh “, (Bogor: Kencana, 2003), h.225.
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perdagangan dan jasa pemerintahan.7 Praktik hutang piutang yang terjadi di

desa Wanaherang adalah dengan menggunakan emas dan dibayar dengan uang.

Dalam hal ini bukan hanya ibu-ibu saja yang melakukan hutang piutang emas

melainkan ada juga bapak-bapak. Sebagian masyarakat desa wanaherang

Kecamatan Gunung Putri menggunakan hutang emas tersebut untuk memenuhi

kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, dan membeli

barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder. Dengan adanya hutang

piutang ini, selain bisa menolong sesama dengan memberikan hutang maka

pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari hutang piutang ini.

Sedikit gambaran mengenai hutang piutang yang terjadi di Desa

Wanaherang, Hutang piutang berbentuk emas yang terjadi merupakan suatu

praktik yang umum dalam lingkungan Desa Wanaherang. Pemberian hutang

emas yang dilakukan pemberi hutang dilakukan dengan  meminta syarat KTP

pihak berhutang. Transaksi hutang piutang emas diawali dengan pihak

berhutang mendatangi rumah pemberi hutang kemudian melakukan pengajuan

hutang melalui ucapan secara langsung kepada pemberi hutang, kemudian

pemberi hutang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan.

Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat

pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada pihak berhutang disertai

dengan penandatanganan perjanjian dan penegasan terkait jumlah angsuran

uang setiap bulannya. Perhiasan emas telah sampai di tangan penerima atau

peminjam, selebihnya menjadi hak peminjam, baik menjual kembali atau

7 Pemerintah Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, “Profil Wilayah Desa”,
http://www.wanaherang.desa.id/ (Diakses tanggal 3 April 2022).
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disimpan.8 Jika pilihan yang diambil ialah menjual perhiasaan emas yang

menjadi objek hutang, maka pasti mengalami penurunan nilai saat ditakar oleh

toko emas. Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat selisih antara jumlah

uang yang diterima dengan nominal pengajuan hutang. Penurunan harga

disebabkan pelaksanaan hutang piutang objeknya dalam bentuk emas

sedangkan negara Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi standar emas.

Hutang piutang emas seharusnya dikembalikan dalam bentuk emas pula, dan

apabila dikembalikan dalam bentuk uang maka terdapat dua kerugian. Pertama,

saat emas tersebut dijual maka harga akan turun. Kedua, saat mengembalikan

membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli emas yang akan

dikembalikan dikarenakan adanya perubahan harga.

Fakta di lapangan pihak berhutang menyadari jika penurunan harga saat

penjualan emas termasuk kerugian yang harus ditanggung apabila melakukan

pengajuan hutang berupa emas.9 Penyelesaian hutang emas ini terjadi saat

peminjam telah membayar keseluruhan nilai hutang melalui angsuran setiap

bulannya sesuai dengan kesepakatan termasuk juga batas waktu pelunasan

yang berupa frekuensi angsuran yang harus dibayar setiap bulannya.

Pelaksanaan pembayaran angsuran dilakukan saat pihak berhutang melakukan

pembayaran ke rumah pemberi hutang. Pemberi hutang menerima angsuran

uang dan menulis dalam buku catatan angsuran sebesar nilai yang dibayarkan

pihak berhutang. Proses penagihan angsuran selesai tanpa adanya rekap catatan

8 Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri, 3
Oktober 2021.

9 Ibu Iin, Pihak berhutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Kediaman Ibu Elly, 2
Agustus 2021.
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atau dalam hal ini bukti pembayaran hutang yang dipegang oleh pihak

berhutang10 Sehingga pencatatan yang ada hanya yang dipegang oleh pemberi

hutang. Tidak adanya bukti rekap pencatatan atas pembayaran angsuran dapat

menimbulkan celah kesalahan penulisan karena tidak dapat dilakukan

pencocokan data, termasuk tidak adanya saksi yang dapat ditanyai atas

kepastian transaksi menambah kesulitan dalam pemecahan masalah ketika

terjadi perselisihan baik terkait angsuran atau waktu pelunasan dikemudian

hari.

Pemberian hutang emas tersebut juga tidak menuntut untuk

pengembalian dalam satu waktu yang memungkinkan akan memberatkan pihak

berhutang dalam melakukan pelunasan hutang. Sebaliknya pengembalian yang

dikehendaki oleh pemberi hutang ialah dengan mengangsur setiap bulannya

sehingga dapat meringankan beban dalam mengembalikan hutang yang

dimiliki pihak berhutang. Pelaksanaan hutang yang terjadi di masyarakat Desa

Wanaherang dilakukan dengan sistem pengembalian berupa uang yang

diangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua

pihak yang bertransaksi.

Pada dasarnya dalam Islam hutang piutang harus didasarkan pada prinsip

tolong menolong. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban  yang

dialami  sesama  manusia.  Namun,  dalam  hutang  piutang berbentuk emas

yang terjadi di Desa Wanaherang ini memungkinkan timbulnya  suatu  akad

tambahan  yang  terjadi  dalam  hutang  piutang tersebut. Dan apabila dilihat

10 Ibu Nur, Pemberi Hutang, diwawancarai oleh Faadhila Asy Syaffa, Perumahan Pepabri,
2 April 2022
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dalam pelaksanaannya juga memungkinkan terdapat kelebihan dalam

pengembalian piutang. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan suatu

permasalahan mengenai hutang piutang  dengan emas. Sedangkan dalam ajaran

Islam hutang piutang seharusnya bertujuan untuk membantu meringankan

beban bukan menambah beban dalam pengembalian piutang yang melebihi

nominal piutang. Namun di sisi lain dengan adanya hutang piutang berbentuk

emas  ini  juga  dapat memberikan  kemudahan bagi masyarakat di perumahan

pepabri Desa Wanaherang untuk  mendapatkan  pinjaman  dengan  cepat  dan

dapat langsung didapatkan saat itu juga.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mendorong peneliti untuk

meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan hutang piutang berbentuk emas  yang

terjadi  di  Desa Wanaherang menurut Hukum  Islam,  sehingga peneliti

tertarik  melakukan  penelitian  tentang Tinjauan Hukum  Islam Terhadap

Hutang Piutang Berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung

Putri Kabupaten Bogor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dalam Tinjauan Hukum Islam?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik hutang piutang berbentuk emas di Desa

Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

2. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang

berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten

Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu

dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menambah

dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam

bidang muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang berbentuk

emas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjadi:

a. Acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan

dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan

hukum Islam.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi masyarakat Desa Wanaherang dalam menentukan
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kebijakan praktik bermuamalah khususnya dalam praktik hutang piutang

agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman

bagi orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang agar lebih

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam praktik bermuamalah

khususnya dalam praktik akad hutang piutang di Desa wanaherang agar

sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam Penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang

relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti

lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra,

dan Muhammad Yunus tentang “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap

Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas”. Penelitian ini

merupakan penelitian empiris yang berjenis kualitatif dan lapangan,

berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukan bahwa para pedagang pasar

Ciroyom yang melakukan pembayaran utang piutang dengan menggunakan

emas terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran utang piutang dalam fikih

muamalah dan pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di

pasar Ciroyom, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat

yang di syaratkan di awal perjanjian hukumnya riba. Untuk kasus pembayaran
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utang piutang dengan menggunakan emas ini termasuk transaksi riba fadhl.11

Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang

hutang piutang dengan objek pinjaman emas. Sedangkan perbedaan penelitian

di atas dengan penelitian peneliti pemberi hutang memberikan uang untuk

dipinjamkan kepada peminjam dan pengembaliannya menggunakan emas,

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti  pemberi hutang memberikan

emas untuk dipinjamkan kepada peminjam dan pengembaliannya

menggunakan uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthi’ah, Iskandar Budiman, Safwan

Kamal tentang “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi

Syariah” penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan

pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini

menunjukan bahwa hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup

masih terdapatnya kesenjangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan

yang diberikan pihak pemberi hutang kepada peminjam yaitu berupa biaya

tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu

bentuk transaksi yang mengandung riba, serta biaya denda yang harus

dibayarkan peminjam, akibat keterlambatan dalam pembayaran, menyebabkan

pihak peminjam merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik

hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan,

11 Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra, Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah
terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas” Bandung: Jurnal Prosiding
Hukum Ekonomi Syariah VII, No.2 (2021): h.181.
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kebebasan individu, dan keadilan.12 Penelitian di atas memiliki persamaan

yaitu sama-sama mengkaji mengenai fenomena hutang piutang emas dalam

tinjauan ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan

penelitian peneliti di dalam transaksinya tidak ada syarat administrasi dan

terdapat biaya tambahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terdapat syarat administrasi, terdapat surat perjanjia  dan tidak ada biaya

tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman &

Yana Ilham Sari tentang “Pinjaman Emas Pada Upk Amanah Syariah Dalam

Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh

Barat)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan

wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif

kualitatif. Berdasarkan hasil riset Penelitian ini menyimpulkan pertama

pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan

hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK

konvensional ke UPK Amanah Syariah untuk menghindari adanya riba. Kedua

Jasa yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu

18%. Praktik yang dilakukan pada saat ijab qabul menggunakan akad

murabahah. Peminjaman dan pengembalian sesuai dengan emas pada akad.13

Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama memberikan pinjaman

atau hutang piutang dengan objeknya emas. Sedangkan perbedaan penelitian di

12 Muthi’ah, Iskandar Budiman, Safwan Kamal, “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam
Tinjauan Ekonomi Syariah” Aceh: JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa III, No.1, April (2021): h.20.

13 Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman, Yana Ilham Sari, “Pinjaman Emas Pada Upk
Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh
Barat)” Aceh Barat: Jurnal Al-Mudharabah I, Edisi 1  2020): h.77.
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atas dengan penelitian peneliti terdapat biaya jasa sebesar 10% pertahun, dan

transaksi dilakukan di UPK Amanah Syariah. Sedangkan penelitian yang

dilakukan peneliti tidak terdapat biaya jasa yang ditetapkan, dan transaksi

dilakukan dirumah pemberi hutang di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung

Putri Kabupaten Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Firdha Anggraini tentang “Tinjauan

Hukum Islan terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Dengan Lantaran Emas

(Studi Kausus di Desa Pringapus Kecamatan Pringapus  Kabupaten

Semarang)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)

dengan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif analitis. Berdasarkan hasil

riset penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dengan lantaran

emas di Desa Pringapus prosesnya yaitu peminjam datang untuk meminjam

uang, namun pemberi pinjaman tidak langsung memberikan pinjaman tetapi

akan meminjamkan emas miliknya yaitu berupa cincin emas yang sudah

terdapat takaran gram dan harga jual yang telah ditentukan pemberi pinjaman.

Kemudian emas tersebut akan dibeli kembali oleh pemberi pinjaman dengan

harga sesuai dengan nominal pinjaman yang akan dipinjam peminjam di awal.

Mengenai pengembalian hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara dua

cara yaitu angsuran harian atau pengembalian langsung seluruh hutang dalam

jangka waktu 100 hari. Dalam  tinjauan  hukum  Islam  hutang  piutang

tersebut hukumnya  tidak  diperbolehkan  karena  terdapat  akad lain  yaitu

akad  jual  beli  yang dilakukan  bersamaan  dengan  akad  hutang  piutang.

Mengenai  proses  pengembalian hutang  piutang  yang  terdapat  kelebihan
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pengembalian  yang  harus  dikembalikan peminjam dalam hukum Islam

termasuk dalam riba yang hukumya haram.14 Penelitian di atas memiliki

persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang dengan objek

pinjaman emas dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian

di atas dengan penelitian peneliti,  emas hanya dijadikan sebagai barang

lantaran saja, yang mana nantinya emas ini akan di pinjamkan kepada

peminjam, dan emas ini sudah di tentukan takaran gram dan harga oleh

pemberi hutang, kemudian emas tersebut akan dibeli kembali oleh pemberi

hutang dengan harga sesuai dengan nominal pinjaman yang akan dipinjam

peminjam diawal. Untuk sistem pengembalian hutang piutang tersebut

dilakukan dengan dua cara yaitu angsuran harian atau pengembalian langsung

seluruh hutang dalam jangka waktu 100 hari. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti emas bukan menjadi barang lantaran, dan sistem

pengembalian hanya dengan satu cara saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Isnaini, dan Sri Abidah Suryaningsih

tentang “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik”

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan utang

piutang emas di Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun

dalam melakukan kesepakatan awal. Praktik utang piutang emas di Desa Laban

ini masih mengandung unsur riba qardh yang berasal dari tambahan yang

proporsional dengan nilai utang yang diajukan, terlebih dalam mengambil

14 Alifia Firdha Anggraini, “Tinjauan Hukum Islan terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang
Dengan Lantaran Emas (Studi Kausus di Desa Pringapus Kecamatan Pringapus  Kabupaten
Semarang)”, Skripsi Sarjana Hukum (Salatiga: perpustakaan IAIN Salatiga, 2020).
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tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai kesepakatan dengan pihak

penerima utang. Solusi agar utang piutang emas terhindar dari riba ialah

dengan menyandarkan utang piutang dengan akad jual beli secara tangguh,

sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan (margin).15 Penelitian di

atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas hutang piutang emas.

Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti, hutang

piutang emas tersebut terdapat tambahan biaya upah atas jasa yang dilakukan

sebesar 40%-50%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak

terdapat biaya upah atas jasa yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Dinda Mustika tentang “Perjanjian

Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di

Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)” penelitian ini merupakan

penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deksriptif

analitis, Analisis terhadap data-data tersebut dilakukan secara kualitatif dan

penarikan kesimpulan dengan metode penelaran deduktif. Berdasarkan hasil

riset penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian utang menggunakan

emas dengan nilai yang sama dan menyesuaikan dengan harga pada saat

pengembalian diperbolehkan, karena sesuai dengan syariat Islam. Artinya,

pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak

perlu memperhatikan nilai naik turunnya harga emas. Dalam hal pelaksanaan

perjanjian jika dilihat dari segi rukun maupun syarat akad utang-piutang emas

di 5 (lima) gampong di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie sudah terpenuhi

15 Dwi Isnaini, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban
Menganti Gresik” Gresik: Jurnal Ekonomi Islam II, No.2 (2019): h.36.
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karena adanya shighat akad, para pihak telah dewasa, merdeka, berakal sehat

dan cakap melakukan tindakan hukum, objek berbentuk harta yang dimiliki

oleh seseorang dan bernilai harta menurut syara’. Sedangkan mengenai

murtahin memanfaatkan barang jaminan milik rahin adalah tidak sesuai

dengan syariat Islam. Bahwasanya pemanfaatan marhun seharusnya tetap

berada di tangan rahin karena pada dasarnya jaminan dalam perjanjian utang-

piutang hanya berkedudukan sebagai jaminan kepercayaan atas utang bukan

untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kewenangan murtahin terhadap

barang jaminan hanya sebatas menahan marhun untuk memastikan bahwa

pihak berutang akan melunasi utangnya.16 Penelitian di atas memiliki

persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang piutang emas dalam

hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian

peneliti, utang yang diberikan dalam bentuk emas dan pengembalian utang

harus dalam bentuk emas pula dengan jumlah sama sewaktu peminjaman dan

peminjam juga memberikan sesuatu untuk menjadi jaminan seperti tanah

sawah lalu tanah sawah yang menjadi jaminan tersebut dapat dikuasai dan

dinikmati hasilnya oleh pemberi hutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, hutang yang diberikan dalam bentuk emas dan pengembaliannya

berupa uang, dan tidak meminta jaminan berupa tanah sawah.

Penelitian yang dilakukan oleh pardila tentang “Analisis Hukum Islam

Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat

Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)” penelitian ini merupakan

16 Cut Dinda Mustika, “Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada
Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, Tesis Magister Kenotariatan
(Sumatera Utara: Perpustakaan USU, 2017).
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penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan adalah analisis

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini

menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas

dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak

stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang

menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan,

atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada

membayar emas yang dipinjamkan. Syariat Islam memerintahkan kepada

umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan

pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi

Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong

menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi

dalam bentuk άriyah ini adalah upaya tolong menolong. Menurut Syafi’iyah

ada tiga rukun dalam άriyah, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara

ijab dan kabul dalam άriyah, rukun kedua berisikan tentang syarat-syarat bagi

mu’ir dan musta’ir, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi

yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah άriyah yang materinya

tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga

tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Pemanfaatan dibolehkan, maka

batal άriyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara,

seperti meminjam benda-benda najis.17 Penelitian di atas memiliki persamaan

yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang emas dan pengembalian

17 Pardila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus
Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)”, Skripsi Sarjana Hukum (Banda
Aceh: Perpustakaan UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).
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berupa uang. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian

peneliti, pengembaliannya tidak dilakukan dengan cara angsuran tetapi

dilakukan secara cash sesuai harga emas pada saat dipinjam. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengembaliannya dilakukan dengan

cara angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasyi’atul Mu’awanah “Implementasi

Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan

Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”

penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode analisisnya adalah

deskriptif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini menunjukan bahwa

pelaksanaan akad hutang-piutang emas di desa Marga Sakti Kecamatan Muara

Kelingi Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan Hukum islam, karena akad

hutang-piutang ini dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menghadirkan

saksi ketika pelaksanaan hutang-piutang berlangsung.18 Penelitian di atas

memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang

dengan objek pinjaman emas. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan

penelitian peneliti, pelaksanaannya hanya menggunakan lisan (azas

kepercayaan) tanpa ada syarat tertentu dan juga tidak ada saksi, lalu untuk

sistem pengembaliannya awal mulanya menggunakan emas dengan takaran

yang sama seperti emas yang dipinjamkan, kemudian sistem pengembalian

berubah dengan menggunakan uang dengan cara diangsur, karna beberapa

peminjam merasa kesulitan mengembalikan dengan takaran emas yang sama,

18 Wasyi’atul Mu’awanah, “Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas Di Desa
Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”,
Skripsi Sarjana Syariah (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2017).
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dan juga tidak ditetapkan waktu berapa lamanya dalam mengangsur.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sistem pengembalian hanya

menggunakan uang yang dibayar secara angsuran dan ditetapkan perbulannya.

F. Kerangka Teoretik

1. Prinsip-prinsip Muamalah

Tujuan umum dari muamalah yaitu untuk mancapai banyak

kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan19,dengan menggunakan

prinsip-prinsip:

a. Prinsip tauhidi (unity)

b. Prinsip Halal.20.

c. Prinsip Mashlahah.

d. Prinsip Ibahah (boleh).

e. Prinsip kebebasan bertransaksi.

f. Prinsip kerja sama (Coorporation).

g. Prinsip membayar zakat.

h. Prinsip keadilan (justice).21.

i. Prinsip Amanah (Trustworthy)

j. Prinsip Komitmen terhadap Akhlakul Karimah.

k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi; (1) terhindar dari ihtikaar;

(2) terhindar Iktinaz; (3) terhindar dari Ta’sir; (4) terhindar dari upaya

melambungkan harga; (5) terhindar dari riba; (6) terhindar dari maisir;

19 St. Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah” Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah 2, No. 1 (2018): h.16.

20 Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7-
9.

21 Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, h.10-11
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(7) terhindar dari gharar; (8) terhindar dari syubhat; (9) terhindar dari

tadlis; (10) terhindar dari riswah; (11) terhindar dari batil; (12) terhindar

dari menjual barang digunakan untuk maksiat; (13) terhindar dari

larangan jual beli dalam bentuk lainnya22.

2. Teori Akad

Kata akad bersumber dari bahasa arab, yaitu al-‘aqdu yang merupakan

bentuk masdar dari ‘aqada, ya’qidu, ‘aqdan secara literal berarti menyimpul

atau mengikat janji23. Secara istilah, akad berarti pertalian ijab dan kabul

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad didefinisikan sebagai

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu24.

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus

dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi.

Kedua, obyek akad. Ketiga, substansi (materi) akad. Keempat, rukun akad.

Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu

dianggap sahih dan valid. Sedangkan unsur akad dalam kompilasi hukum

ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu pertama, pihak-pihak yang

berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan

syarat mereka meliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua,

obyek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan

22 Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”,h.12-39.
23 Rahman Ambo Masse, “Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan

Kontekstual” (Yogyakarta: TrustMedia, 2015),h. 92.
24 Rahman Ambo Masse, “Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan

Kontekstual”,h.93.
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dibutuhkan. Ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah

kebutuhan hidup dan mempelancar aktifitas ekonomi. Keempat,

kesepakatan25.

3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan akad (perjanjian)

Dalam hukum islam sendiri, terdapat prinsip-prinsip dan ketentuan-

ketentuan yang mengelilingi gerak roda kegiatan muamalah, khususnya

perjanjian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini

mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas terhadap

perkembangan bentuk dan macam mu’amalat baru yang sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-

unsur paksaan. Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak harus

selalu dijunjung tinggi karena mengabaikan kebebasan kehendak itu

berakibat dapat merusak muamalat26.

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ketiga ini

mengingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam

25 Rahman Ambo Masse, “Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Realitas dan
Kontekstual”,h. 94.

26 Hendra Cipta, “Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam” Asy-
Syar’iyyah 1, No.1 (2016): h.82.
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hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah

yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya dalam hutang

piutang dan tanggungan barang untuk jumlah hutang yang jauh lebih

kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan; jika

dalam waktu tertentu hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi

lebur, menjadi milik yang memberikan piutang27.

Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus

didasarkan pada prinsip; sukarela (ikhtiyari),menepati janji (amanah),

kehati-hatian (ihtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan,

kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad

bai dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama

dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di

Indonesia28.

G. Meteode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis  Penelitian  ini  adalah field research (penelitian  lapangan)

merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial

27 Hendra Cipta, “Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam”,h.84.
28 Hendra Cipta, “Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam”,h.85.
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masyarakat secara langsung29 di Desa Wanaherang dengan menggunakan

metode  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memahami keadaan atau

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dalam bentuk

deskripsi atau penggambaran dalam kata kata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam  penelitian  ini metode  yang digunakan penelitian adalah

deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah di terkumpul

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum.30 Dalam  penelitian  ini  menggambarkan

tinjauan  Hukum  Islam terhadap hutang piutang berbentuk emas di Desa

Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  di  Perumahan Pepabri Desa

Wanaherang  Kecamatan  Gunung putri Kabupaten Bogor.  Pemilihan

lokasi  tersebut  karena  Perumahan Pepabri merupakan tempat utama

terjadinya Praktik Hutang Piutang berbentuk Emas.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Data  Primer  adalah  data ini berupa teks hasil wawancara dan

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan

29 Farida Nugrahani, “Metode penelitan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”
(Surakarta: tp, 2014), h.48.

30 Sugiono, “Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2009),
h.29.
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sampel dalam penelitiannya.31Jadi sumber data primer yang didapat dari

penelitian ini adalah  wawancara  langsung  dengan Ibu Nur dan Ibu

Nunu selaku  Pemberi Hutang  dan  pihak berhutang  yaitu  Ce’neneh,

Ibu Iin, Ibu Tatik, dan Mba Tina.

b. Sumber data sekunder

Data  sekunder  adalah  data-data yang sudah tersedia dan dapat

diperoleh oleh peneliti dengan membaca,melihat atau mendengarkan.32

Data sekunder yang bisa mendukung penelitian adalah dengan telaah

pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya

yang meneliti hal serupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti.33 Obyek  yang diteliti  adalah praktik

hutang piutang berbentuk emas yang terjadi di perumahan pepabri Desa

Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih

secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.34 Wawancara

ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat tentang praktik dan

31 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail khoiron, “Metode Kualitatif” (Semarang:
Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.34.

32 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustmail khoiron, “Metode Kualitatif”,h.34.
33 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif” (Yogyakarta:

CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.123.
34 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif”,h.137.
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mekanisme hutang piutang berbentuk emas di Desa Wanaherang

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini peneliti

melakukan wawancara kepada pihak yang terkait secara langsung yaitu

dengan Ibu Nur dan Ibu Nunu selaku  pemberi hutang  dan pihak

berhutang yaitu Ce’neneh, Ibu Iin, Ibu Tatik, dan Mba Tina.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen.35Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud

adalah pengambilan beberapa data tentang proses pelaksanaan praktik

hutang piutang berbentuk emas yang dilakukan antara pemberi hutang

dan pihak berhutang. Dokumen yang digunakan  dalam  penyusunan

skripsi  ini  berupa  daftar  nominal peminjaman beserta pengembalian

hutang, daftar nama nama peminjam emas dan surat perjanjian antara

pemberi hutang dan peminjam.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, Peneliti menggunakan Model alir yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dibagi dalam tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data

(data reduction); (2) penyajian data (data display); dan penarikan simpulan.

a. Reduksi data, merupakan bagian dari analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

35 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif”,h.149.



26

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.36

b. Penyajin data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan,

hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.37

c. Penarikan simpulan dan Verifikasi, penarikan simpulan ini merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya msih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.38

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi skripsi

ini menjadi 5 bab, sedangkan sistematika penulisan ini dapat peneliti jabarkan

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi konsep umum Qardh yang membahas

tentang konsep hutang piutang secara umum, yang meliputi: pengertian akad,

pengertian Qardh, dasar hukum Qardh, syarat dan rukun Qardh, Adab dan

36 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif”,h.164.
37 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif”,h.167-168
38 Hardani, Helmina Adriani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif”,h.171-172.
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pembayaran hutang, berakhirnya hutang piutang, manfaat dan hikmah hutang

piutang, dan penjelasan tentang Riba.

BAB III Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lingkungan

Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan mekanisme

praktik hutang piutang di Desa Wanaherang Kecamatan gunung putri

Kabupaten Bogor

BAB IV Pembahasan, memuat tentang analisis praktik hutang piutang

berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung putri Kabupaten

Bogor dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Berbentuk

Emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan

penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri

Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Ibu Nur dan Ibu Nunu telah

dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, di dalam transaksi ini tersebut pihak

pemberi hutang hanya bisa memberikan pinjaman emas senilai dengan uang

yang dibutuhkan oleh pihak berhutang. Di awal akad, pihak pemberi hutang

sudah mensyaratkan kepada pihak berhutang bahwa hutang emas tersebut

harus dikembalikan berupa uang dengan cara diangsur sesuai jumlah yang

telah ditentukan setiap bulannya dengan jangka waktu yang telah

ditentukan. Namun, jika pihak berhutang belum bisa membayar diberikan

kelonggar waktu oleh pihak pemberi hutang.

2. Praktik hutang piutang emas yang dilakukan di Desa Wanaherang

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut menurut hukum islam

tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi

karena mensyaratkan sejak awal akad untuk dikembalikan berupa uang yang

mana terdapat perbedaan jenis objek pengembalian hutang. Selain itu, pihak

pemberi hutang juga mensyaratkan di awal akad adanya penetapan jumlah

pembayaran uang yang diangsur setiap bulan yang melebihi dari hutang

pokok dan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang berarti transaksi hutang
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piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur riba

karena telah mendatangkan keuntungan untuk muqridh dan dianggap telah

keluar dari jalur kebajikan. yang mana hal ini menjadikan kurang sesuainya

kegiatan tersebut dengan hukum islam, meskipun telah terjadi kesepakatan

antar kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, tambahan ini

termasuk ciri-ciri dari kegiatan riba nasi’ah. Dimana terdapat larangan

terkait kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba, hal demikian

ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah (2): 275.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan di atas yang dapat penulis berikan

sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi masyarakat di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten

Bogor hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah berpedoman

kepada aturan-aturan syara’ yang sudah ada di dalam al-Qur’an dan hadis

maupun aturan-aturan hukum Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal

yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi Ibu Nur dan Ibu Nunu selaku pihak pemberi hutang hendaknya tidak

mensyaratkan di awal akad bahwa hutang emas harus dikembalikan dalam

bentuk uang, sehingga membuka peluang untuk pihak berhutang apabila

ingin mengembalikan hutang emas tersebut dengan jenis yang sama yakni

emas. Kemudian, hendaknya pihak pemberi hutang mematuhi ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi qardh, agar tidak menyimpang

dari tujuan qardh sendiri, yakni tolong-menolong. Karena, jika di dalam
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transaksi hutang piutang telah terjadi ksepakatan untuk mendatangkan

keuntungan bagi muqridh, maka transaksi hutang piutang tersebut termasuk

salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pihak pemberi hutang

1. Sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?

2. Bagaimana proses transaksi akadnya ?

3. Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini ?

4. Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya ?

5. Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama ?

6. Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan nominal berapa ?

7. Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang berbentuk emas ?

8. Untuk sistem pengembaliannya bagaimana ?

9. Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad ?

B. Pertanyaan untuk pihak yang berhutang

1. Sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/Ibu Nunu ?

2. Apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu Nur/Ibu Nunu ?

3. Bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang berbentuk emas di

Ibu Nur/Ibu Nunu ?

4. Apa saja sysrat-syarat dalam pengajuan hutang piutang emas ini ?

5. Apakah ada tambahan pembayaran dalam pelunasan hutang piutang emas

ini ?

6. Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad ?

7. Apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam pengembalian

hutang emas ini ?
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Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak pemberi hutang

Hari/tanggal : Kamis, 29 September 2022

Tempat : Rumah Ibu Nur, Jl. Montir Blok C.8 Perum Pepabri

Waktu : 10.20 WIB

Narasumber : Ibu Nurhanah

Peneliti : sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?

Pemberi hutang : saya melakukan hutang piutang emas ini sudah dari tahun

2014 mba, dan berjalan hingga saat ini.

Peneliti : Bagaimana proses transaksi akad nya?

Pemberi hutang : yang mau berhutang nanti datang kerumah saya mba,

memang niat awalnya ingin meminjam uang tapi saya tidak

mau memberikan hutang berupa uang saya bisa berikan

hutang hanya berupa emas biasanya berbentuk cincin,

setelah itu saya berikan cincinnya sama suratnya saya juga

bilang angsurannya Rp. 300.000/bulannya dalam jangka

waktu 3 bulan buat yang nominal hutang Rp. 500.000 dan 6

bulan buat yang nominal hutangnya Rp. 1000.000, setelah

itu nanti pihak berhutangnya menandatangani surat

perjanjian.
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Peneliti : Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini?

Pemberi hutang : untuk syaratnya saya hanya minta ktp aja mba, sama tanda

tangan surat perjanjian kesepakatan antara saya dan yang

ngutang aja.

Peneliti : Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya?

Pemberi hutang : saya hanya menetapkan angsuran saja mba Rp. 300.000

perbulannya

Peneliti : Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama?

Pemberi hutang : Untuk yang berhutang Rp. 500.000 saya kasih jangka

waktu 3 bulan, dan untuk yang berhutang Rp. 1000.000

saya kasih jangka waktu 6 bulan

Peneliti : Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan

nominal berapa?

Pemberi hutang : Saya sudah menetapkan hanya bisa mengambil hutang Rp.

500.000 dan Rp. 1000.000 mba, tapi rata-rata orang

mengambil hutangnya yang Rp. 500.000 mba

Peneliti : Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang

berbentuk emas ?

Pemberi hutang : Alasan awal saya ya hanya membantu orang yang lagi

kesulitan mba, tapi karna saya pikir jika dikembalikan

berupa uang dengan adanya tambahankan tidak

diperbolehkan bisa riba ya mba, jadi saya kasih hutang

berupa emas dan pengembaliannya berupa uang yang
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diangsur yang telah saya tetapkan perbulannya, jadi

keuntungannya saya anggap sebagai hadiah saya saja.

Peneliti : Untuk sistem pengembaliannya bagaimana?

Pemberi hutang : Untuk pengembaliannya orang yang berhutang nanti

kerumah saya mba, untuk jumlahnya ya yang tadi saya

tetapkan Rp.300.000 perbulannyadan, lalu nanti saya catat

dibuku dan yang ngutangpun melihat pencatatannya, tapi

jika belum ada uang untuk membayar saya juga kasih

kelonggaran waktu

Peneliti : Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?

Pemberi hutang : ya Rp. 300.000 itu sudah disebutkan dan disepakati diawal

mau ambil hutang dan surat perjanjiannya juga ditanda

tangani.
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Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022

Tempat : Rumah Ibu Nunu, Jl. Basoka Blok. F.5 Perum Pepabri

Waktu : 15.00 WIB

Narasumber : Ibu Nunu

Peneliti : sejak kapan hutang piutang berbentuk emas ini berjalan ?

Pemberi hutang : bude menjalankan hutang emas ini sudah dari 2018 mba

Peneliti : Bagaimana proses transaksi akad nya?

Pemberi hutang : orang yang mau ngutang datang kerumah bude mba, mau

minjem uang awalnya tapi bude kasih emas yang sesuai

sama nominal hutang yang diminta, lalu bude ngejelasin

angsuran yang harus dibayar setiap bulannya dengan jangka

waktu yang udah bude tetapkan juga, trus kalo udah sama-

sama sepakat nanti bude langsung kasih emas nya

Peneliti : Apakah ada syarat tertentu untuk pengajuan hutang ini?

Pemberi hutang : Untuk syarat-syarat tertentu ga da bude mba.

Peneliti : Apakah ada biaya tambahan dalam pelunasannya?

Pemberi hutang : bude cuman ambil keuntungan 3% perbulannya mba, jadi

misal ambil hutang yang emas Rp. 1000.000 bude tetapkan

angsurannya Rp. 364.000 perbulannya dengan jangka

waktu 3 bulan. Mau ambil lebih atau kurang dari Rp.

1000.000 3% perbulan itu tetap.
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Peneliti : Untuk jangka waktu pelunasannya berapa lama?

Pemberi hutang : untuk jangka waktu bisa 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan bude

kasih pilihan segitu mba

Peneliti : Rata-rata para pihak berhutang mengambil hutang dengan

nominal berapa?

Pemberi hutang : rata-rata orang seringnya ambil hutang yang emas

Rp.1000.000 dengan jangka 3 bulan mba

Peneliti : Apa alasan Ibu untuk memberikan hutang piutang

berbentuk emas ?

Pemberi hutang : alasn bude cuman mau bantu yang hutang karena

kesulitan saja mba, tapi bude ganti dengan emas, soalnya

kalo uang kan bude gabisa ambil untung karena kan bisa

riba mba, kalau emaskan bisa bude ambil keuntungan dari

angusran tiap bulannya

Peneliti : Untuk sistem pengembaliannya bagaimana?

Pemberi hutang :yang berhutang nanti datang kerumah mba, ngasih uang

angsuran pengembaliannya yang sudah disepakati itu nanti

bude langsung catat dibuku catatan orang itu, kalo orang

nya belum bisa kasih uang bude akan kasih kelonggaran

waktu

Peneliti : Apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?
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Pemberi hutang : untuk tambahan 3% itu sudah dijelaskan tadi diawal akad

dan sudah disepakati juga mba.

B. Wawancara dengan pihak berhutang

Hari/tanggal : Jum’at, 30 September 2022

Tempat : Rumah Ce’ neneh, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 09.00 WIB

Narasumber : Ce’ neneh

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/ Ibu

Nunu?

Pihak berhutang : saya pernah ambil hutang tahun 2016 mba

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu

Nur?

Pihak berhutang : saya ambil hutang di Bu Nur karena saya sedang kesulitan

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mba, saya ambil di

Bu Nur karena mudah juga tidak banyka syarat-syarat

seperti di bank atau lembaga lainnya.

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang

berbentuk emas di Ibu Nur/Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya datang kerumah bu Nur lalu, saya bilang mau ambil

emas yang harga Rp.1000.000, lalu di mintai KTP sebagai

jaminan, dan menandatangani perjanjian yang ditulis di

buku mba.
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Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang

emas ini?

Pihak berhutang : cuman diminta KTP aja mba

Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan

hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : kalo dibilang penambahanga ada mba, cuman sudah

ditetatapkan angsuran yang harus saya bayar tiap bulannya

Rp. 300.000 selama 6 bulan.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?

Pihak berhutang : ya itu mba Rp.300.000 tiap bulan itu  udah disepakati

diawal akad dan ditulis juga dibuku perjanjian itu.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam

pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : saya si ga keberatan mba, soalnya bisa di cicil tiap

bulannya, kalo saya bilang belum Adapun diberi

kelonggaran waktu sama Bu Nur.
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Hari/tanggal : Jum’at, 30 September 2022

Tempat : Rumah Ibu Iin, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 14.30 WIB

Narasumber : Ibu Iin

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur?

Pihak berhutang : saya pernah ambil hutang ditahunn 2018

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu

Nur?

Pihak berhutang : alasan saya mengambil hutang di Bu Nur karena ekonomi

saya sedang sulit dan anak saya mau bayaran sekolah mba,

karena saya tau Bu Nur biasa menghutangkan emas dan

syaratnya tidak sulit akhirnya saya mengambil hutang ke Bu

Nur

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang

berbentuk emas di Ibu Nur?

Pihak berhutang : saya kerumah Bu Nur, bilang mau ambil emas yang

seharga Rp. 500.000, disetujui oleh Bu Nur lalu KTP saya

diminta untuk jadi pegangan Bu Nur. Terus setelah

sepakat saya menandatangani akad secara tertulis mba.

Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang

emas ini?

Pihak berhutang : cuman diminta KTP saja itu mba.
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Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan

hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : kalo minta penambahan si engga mba tapi udah ditetapin

saya angsurannya Rp.300.000 tiap bulan selama 3 bulan

udah masuk situ mba kalo dihitung totalnya.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?

Pihak berhutang : sudah mba Rp.300.000 itu udah disebutin udah di

sepakatin juga di awal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam

pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : kalo melihat dari jumlahnya lumayan ya mba, tapi saya ga

merasa keberatan banget si mba soalnya Bu Nur ngasih

kelonggaran waktu juga kalo saya belum ada uang buat

bayar.
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Hari/tanggal : Sabtu, 1 Oktober 2022

Tempat : Rumah Ibu Tatik, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 15.10 WIB

Narasumber : Ibu Tatik

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya ambil hutang di Budhe Nunu tahun 2021 mba.

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu

Nunu?

Pihak berhutang : Saya berhutang ke budeh karena saya mau bayar

kontrakan tetapi belum ada uang dan juga untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari mba, saya juga sudah kenal budeh

dan tau kalo mengambi hutang ke budeh tidak memerlukan

syarat apapun.

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang

berbentuk emas di Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya datang kerumah Budhe, bilang mau ambil hutang

emas yang Rp.1000.000, lalu nanti Budhe Nunu

menyetujui.

Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang

emas ini?

Pihak berhutang : ga ada syarat apa-apa mba.
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Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan

hutang piutang emas ini?

Pihak berhutang : saya hanya diberitahu untuk mengangsur sebesar 364rb

per bulannya saya pilih jangka waktunya 3bulan.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?

Pihak berhutang : ya Rp.364.000 itu selama 3 bulan sudah diperjanjikan di

awal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam

pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : saya si merasa tidak keberatan karna budhe pun memberi

kelonggaran waktu kalo saya belum bisa membayar.
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Hari/tanggal : Sabtu, 1 Oktober 2022

Tempat : Rumah Mba Tina, Rt.02/Rw.02 Gg. Rambutan

Waktu : 11.00 WIB

Narasumber : Mba Tina

Peneliti : sudah berapa lama anda berhutang kepada Ibu Nur/ Ibu

Nunu?

Pihak berhutang : saya ambil hutang 2021 mba tahun lalu.

Peneliti : apa alasan anda mengambil hutang emas di tempat Ibu

Nur/Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya waktu itu sedang kesulitan karna saya di PHK dari

tempat kerja mba, jadi saya ambil hutang ke Bu Nunu karna

mudah tidak ada syarat-syarat apapun.

Peneliti : bagaimana proses saat anda mengajukan hutang piutang

berbentuk emas di Ibu Nunu?

Pihak berhutang : saya datang kerumah Bu Nunu, terus saya bilang mau

ambil hutang emas yang seharga Rp.1000.000, lalu Bu

Nunu pun menyetujui.

Peneliti : apa saja syarat-syarat dalam pengajuan hutang piutang

emas ini?

Pihak berhutang : bu Nunu tidak minta syarat apapun mba.

Peneliti : apakah ada tambahan pembeayaran dalam pelunasan

hutang piutang emas ini?
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Pihak berhutang : Bu Nunu hanya memberitahu saya untuk mengangsur

sebesar Rp.364.000 perbulannya karna saya pilih yang

jangka waktunya 3 bulan.

Peneliti : apakah tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal

akad?

Pihak berhutang : ya nominal angsuran tadi itu mba sudah diperjanjiakn

diawal.

Peneliti : apakah anda keberatan dengan adanya tambahan dalam

pengembalian hutang emas ini?

Pihak berhutang : saya ga merasa keberatan dengan nominal angsuran yang

sudah ditetapkan mba, karna Bu Nunu juga memberikan

kelonggaran waktu kalo saya belum bisa bayar angsuran.
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Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nur

( Pihak Pemberi Hutang )

Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nunu

( Pihak Pemberi Hutang )
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Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ce’ neneh

(pihak berhutang dari Ibu Nur)

Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Iin

( pihak berhutang dari Ibu Nur)
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Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Tatik

(pihak berhutang dari Ibu Nunu)

Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara dengan Mba Tina

(pihak berhutang dari Ibu Nunu)
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Gambar 1.7 Dokumentasi Objek Emas yang dihutangkan

Gambar 1.8 Dokumentasi Buku Catatan Hutang beserta surat perjanjian

Gambar 1.9 Dokumentasi Buku Catatan Hutang
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Lampiran 4

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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